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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TANGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2018;

1.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008
Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil
pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa termasuk
tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



10.

(1)

(2)

(1)

(2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang bagi hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah pada tahun
berjalan.

Pasal 3

Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh
persen) dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh
dibagikan kepada seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan untuk waktu 1 (satu)
Tahun Anggaran.

Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
dibagikan kepada seluruh Desa se Kabupaten Barito Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebaimana tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran realisasi penerimaan alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar perhitungan
pembagian setiap Desa.
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Pasal 5

(1) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar 60% (enam puluh persen) yang dibagi
rata setiap Desa.

(2) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dihitung
secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi
dari Desa masing-masing.

Pasal 6

Perhitungan rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut :

Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa x

DBHPx =
Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa

BAB III
PENGGUNAAN DANA
Pasal 7
Penggunaan dana yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk Penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
BAB IV
PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8
(1) Penyaluran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan
kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

dengan cara pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa.

(2) Pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan
ke dalam APB Desa.

(3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban APB Desa.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BARITO SELATAN,
ttd
EDDY RAYA SAMSURI
Diundangkan di Buntok
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 34
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